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PUTUSAN
Nomor: 0007/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISVIILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEM| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadil an Agama Pelaihari yang memeriksa dan
mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan 3D,
pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut,selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon",
MELAWAN

TERMOHON umur 43 tahun, agama lIslam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.07 RW. 02 Desa
Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut,

selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para

saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya
tertanggal 03 Januari 2011 vyang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadil an Agama Nomor:
0007/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 03 Januari 2011
mengemukakan hal- hal sebagai berikut
1. Pada tanggal 17  September 2010, Pemohon  dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah
Nomor 501/35/1X/2010 tanggal 17 September 2010 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di  rumah Termohon di  Kecamatan

Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 39
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hari.Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
(ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak pertengahan bulan Oktober 2010
antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun Ilagi dalam rumah tangga disebabkan
antara lain:

a. Masalah tempat tinggal;

b. Pemohon tidak kerasan tinggal di tempat Termohon
karena Pemohon bekerja di Desa Lain sebagai petani;
c. Termohon tidak mau juga tinggal di tempat Pemohon di

Desa Lain karena tidak kerasan juga;

4. Bahwa pada malam Senin tanggal 24 ke 25 Oktober 2010,
Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri setelah
Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di tempat
Pemohon;

5. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan
Termohon tidak pernah lagi bertemu kecuali pagi tadi
ketika  Pemohon mengambil buku nikah dan Pemohon
berkata lebih baik bercerai saja dari pada tidak
kumpul sebagai suami istri dan dijawab oleh Termohon
terserah Pemohon saja;

6. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan
yang terbaik adalah cerai;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut,
Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu
pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak
pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih Kkurang
lebih dari 2 bulan lamanya;

8. Pemohon sanggup membayar  seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai
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berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan  Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama
Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri,
kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator (Drs.SUGIAN
NOOR,SH) telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak
berhasil, maka dibacakanlah  Permohonan Pemohon, yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut,
Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah mengerti maksud  permohonan
Pemohon dan sudah siap menjawabnya secara lisan;

2. Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon tanggal 17
September 2010,setelah akad nikah Temohon dan Pemohon
kumpul bersama di rumah Termohon di Desa Tirta Jaya
selama 39 hari dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2010 antara kami
terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal,
Pemohon menghendaki tinggal di kebun di Desa Sungai
Bakar karena Pemohon bekerja di sana, sedang Termohon
tidak mau dan tidak kerasan tinggal di Desa Sungai
Bakar,Termohon tetap ingin tinggal di Desa Tirta Jaya;

4. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 ke 25 bulan Oktober 2010
pernah mengaj ak Termohon tinggal di tempat
Pemohon,tapi  Termohon tidak mau karena tidak kerasan
tinggal di kebun Pemohon. Kemudian Pemohon pulang
kerumah Pemohon sendirian;

5. Bahwa Termohon setuju saja bercerai dengan Pemohon.;
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Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut
diatas, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap saja dengan permohonan Pemohon
tertanggal 3 Januari 2011;

2. Bahwa Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon tersebut
diatas, Termohon memberikan duplik vyang pada pokoknya
adalah Termohon tetep saja dengan jawaban semula, tetap
ingin cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti
tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/35/1X/2010
Tanggal 17 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor  Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut,P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103
030251 0002 tanggal 05  Desember 2007. yang
dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
Kepala Desa Pelaihari Kabupaten Tanah Lau,P.2;

Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti tertulis
tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan  saksi-
saksinya yang masing- masing menerangkan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI | , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat tinggal di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah
Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;

- Bahwa Pemohon sudah punya isteri, namanya TERMOHON

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 4
bulan yang lalu dan mereka belum dikaruniai

anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kumpul

bersama di Desa Tirta Jaya di rumah Termohon;
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- Bahwa ketika kumpul bersama di Desa Tirta jaya
selama kurang lebih 1 bulan kelihatanya baik- baik
saja,setelah itu mereka pisah, Pemohon tinggal di
Desa Bajuin di kebun miliknya karena bekerja di
sana, sedang Termohon tidak mau ikut dengan
Pemohon, Ternohon tidak kerasan tinggal di Desa
Bajuin dan tetap tinggal di Desa Tirta Jaya;

- Bahwa saksi sering menasehati mereka, tetapi tidak
berhasil dan keduanya sudah sama- sama mau cerai;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon

dan Termohon;

2. SAKSI Il , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, tempat tinggal di Kecamatan Bajuin Kabupaten
Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Pemohon sudah punyaisteri,namanya TERMOHON

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan
September 2010;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul

bersama di Desa Tirta Jaya di rumah Termohon;

- Bahwa Kketika kumpul bersama di Desa Tirta jaya
selama kurang lebih 1 bulan kelihatanya baik- baik
saja,setelah itu mereka pisah, Pemohon tinggal di
Desa Bajuin di kebun miliknya karena bekerja di sana
, sedang Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon,
Ternohon tidak kerasan tinggal di Desa Bajuin dan

tetap tinggal di Desa Tirta Jaya.

- Bahwa Pemohon juga sudah mengajak Termohon tinggal
dan kumpul bersama di Desa Bajuin , namun Termohon

tidak mau;

- Bahwa saksi sudah menasehati mereka, tetapi tidak

berhasil dan keduanya sudah sama- sama mau cerai;
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- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon
dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut diatas, Pemohon membenarkannya, sedangkan
Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatak an tidak
mengajukan surat- surat bukti, dan tidak pula mengajukan
saksi- saksi,dan mencukupkan dengan saksi Pemohon saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan
kesimpulan bahwasanya rumah  tangga Pemohon  dengan
Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan
yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya  Pemohon menyatakan
tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon
kepada Pengadilan  Agama Pelaihari untuk  menjatuhkan
putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat wuraian putusan
ini  cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan

dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator
(Drs.SUGIAN NOOR,SH) telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak vyang berperkara akan tetapi usaha- usaha
tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,
dikuatkan  dengan  bukti tertulis yang diajukan oleh
Pemohon  (Pg.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara
tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi
Pemohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan
Termohon adalah  suami- isteri, pernyataan mana telah
sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon
bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya

antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh
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perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh
Pemohon adalah teman dekat /orang dekat dengan Pemohon
dan Termohon serta mengetahui secara langsung keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki
cacat hukum untuk  menjadi saksi dan kesaksiannya
dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang
telah diberikan di muka sidang,telah sewsuai dengan pasal
308 ayat (1) RBg, maka Majelis menilai telah mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial
antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang
saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian
yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon,
yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi keluarga
atau orang dekat masing- masing dimuka persidangan yang
menyatakan bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon
telah terjadi perslisihan yang cukup tajam disebabkan
masal ah tempat tinggal,karena Pemohon tidak kerasan
tinggal di Desa Tirta Jaya,karena Pemohon bekerja di Desa
Sei.Bakar sebagai petani,sedangkan Tergugat tidak mau
mengikuti  Pemohon tinggal di Sei.Bakar,Termohon maunya
tinggal di rumah sendiri di Desa Tirta Jaya, sehingga
mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul
selama lebih 2 bulan pisah, maka Majelis berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis
lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan
sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang- Undang Nomor 1
tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 3
Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon pula
dan keterangan saksi- saksi keluarga/orang dekat dengan
kedua bel ah pihak,yang menyatak an telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon serta keluarga masing- masing pihak tersebut
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menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Pemohon
dengan Termohon tetapi tidak  berhasil, serta tidak
sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis
berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya
permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah
taala dalam surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

ads graw —alll 9L BMall Lesje ol

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati

untuk) talak, maka  sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan
ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1
halaman 83 yang berbunyi:

o soai g @ Mall p L e MwVl, sl s,
Vg pai Lgad giis azy saly guzs 5 sl
b o bygo —axzepll ala ] giai oazy olo
>l ode oSy ol o _liraylyeiw Il 0Y 2o,

Zoy —olol Ling oan —tg o)l omwml L (sl
—a)loe]l

Artinya: “lIslam memilih lembaga talak ketika kehidupan
rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan
perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan
hubungan suami- isteri telah menjadi hampa, karena

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

suami- isteri dengan penjara yang berkepanjangan.
Kondisi  seperti ini adalah bertentangan dengan
keadilan” .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan

pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa
telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak
mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian
permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup

beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud
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pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon
dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat
perkawinan  Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku |l Edisi
Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1)
disebutkan bahwa Petugas Meja 111 bertugas mengirimkan
pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di
Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor
Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan ditempat para
pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana
tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal
84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak
lanjuti oleh Buku Il Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu
untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari
untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya
perceraian di Pengadilan Agama, kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat
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(1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun
2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya
perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan

dengan perkara ini;

MENGADI LI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap  Termohon
( TERMOHON di depan sidang Pengadil an Agama
Pelaihari;

3. Mamerintahkan kepada Panitera Pengadil an Agama
Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar
talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah
tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon
dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

4. Meambebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000 .00
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada
Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari  Senin
tanggal 31 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
26 Shafar 1432 Hijriah oleh kami Drs. DARSANI sebagai
Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.dan Drs.H.SUGIAN
NOOR,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota
putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
RAHMATUL JANAH, S.Ag. sebagai panitera Pengganti serta

dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;
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Hakim Ketua,
Drs. DARSANI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Drs.H.SUGIAN NOOR,S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMATUL JANAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4 Redaksi :

Rp 5.000,00
5. Mater ai

Rp 6.000,00 .

Jumlah Rp 191.000,00
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